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Abstrak
 

Pendidikan menengah diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar (SD dan SMP),

menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan dan keterampilan untuk

mengadakan hubungan-timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar, serta dapat

mengembangkan kemampuan lebih-lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi. Pendidikan menengah

di bawah pengelolaan Departemen Pendidikan Nasional adalah pendidikan umum dengan jenis Sekolah

Menengah Umum/ SMU, dan pendidikan menengah kejuruan dengan jenis Sekolah Menegah Kejuruan/

SMK.

 

Pendidikan Menengah Kejuruan mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan

jenis pekerjaan pada bidang tertentu dan mempersiapkan siswa untuk memasuki dunia kerja serta

mengembangkan kemapuan profesional siswa. Dikaitkan dengan sistem pendidikan, program kejuruan

terbagi dalam enam kelompok yaitu Kelompok Teknologi dan Industri (STM), Pertanian (SPMA),

Pariwisata (SMKK), Kesejahteraan Masyarakat (SMPS), Bisnis dan Manajemen (SMEA), Seni dan

Kerajinan (SMIK/SMKI). Dari enam kelompok tersebut terdapat 21 bidang keahlian yang terdiri atas 89

program keahlian (program studi). Pada saat kegiatan belajar-mengajar (KBM) berlangsung dan setelah

siswa terjun ke dunia kerja SMK telah memanfaatkan sumber daya alam dan potensial mencemari

lingkungan.. Untuk memenuhi tuntutan global akan tenaga kerja yang kompeten dan berwawasan

lingkungan maka Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan bekerja sama dengan Swisscontact membuat

Konsep Pendidikan Lingkungan hidup pada SMK.

 

Berdasarkan Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) pada Sekolah Menengah Kejuruan (1996)

organisasi pelaksanan pengelola PLH pada Pendidikan Menengah Kejuruan (PMK) adalah Direktorat

Pendidikan Menengah Kejuruan, Pusat Pengembangan PLH untuk SMK, Pusat Pengembangan Penataran

Guru (PPPG) lingkup kejuruan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi, dan SMK. Konsep ini

dibuat agar pengelola PMK dapat melaksanakan perannya untuk mendukung pelaksanaan PLH di SMK.

Sedangkan SMK diharapkan menyusun dan melaksanakan program PLH yang terintegrasi pada kegiatan

kurikulum dan ekstrakurikuler, melaksanakan dan mengembangkan sekolah berbudaya lingkungan, serta

menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan PLH di sekolahnya.

 

Hasil monitoring dan evaluasi oleh Dikmenjur tahun 1997-2001 menunjukkan: (a) kurang kesadaran,

pengetahuan dan keterampilan siswa sebagai cerminan perilaku siswa yang rasional dan bertanggung jawab

terhadap lingkungan hidup; (b) tamatan SMK belum mempunyai sikap profesional sesuai tuntutan

pembangunan berwawasan lingkungan. Kedua hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PLH di SMK tidak

optimal sehingga tujuan PLH pada SMK tidak tercapai. Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti mengambil

https://lib.ui.ac.id/detail?id=73573&lokasi=lokal


judul Optimalisasi Pengelolaan PLH pada Pendidikan Menengah kejurauan (Studi Kasus : Kelompok

Teknologi dan Industri pada SMK Negeri Jakarta).

 

Dalam proses tidak tercapainya tujuan tersebut di atas, peneliti membatasi permasalahan dan sekaligus

mengasumsikan bahwa : (a) peranan stakeholder PMK dalam upaya pelaksanaan PLH di SMK negeri

kelompok teknologi dan industri di DKI Jakarta belum optimal; (b) Peranan pengelola dan cara/pola

pelaksanaan program PLH di SMK Negeri kelompok teknologi dan industri di DKI Jakarta belum optimal.

(c) Pengetahuan, sikap dan keterampilan siswa SMK Negeri kelompok teknologi dan industri di DKI Jakarta

setelah memperoleh PLH belum optimal. (d) Pencapaian pola pelaksanaan program PLH yang optimal di

SMK kelompok teknologi dan industri di DKI Jakarta dapat dibuat melalui pelibatan seluruh stakeholder

PMK, dan menerapkan manajemen pengelolaan lingkungan dan pencapaian kinerja PLH.

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Hal ini mengingat data yang

dikumpulkan relatif terbatas dari jumlah kasus yang relatif besar jumlahnya. Populasi sekolah negeri

kelompok teknologi dan industri di Jakarta berjumlah 12 SMK. Penentuan sampel sekolah dengan cara

purpose sampling sejumlah 6 SMK (50%). Sedangkan penentuan sampel warga sekolah dilakukan dengan

cara stratified random sampling yakni dengan cara diundi. Responden terdiri dari 6 (enam) orang kepala

sekolah, 33 guru, dan 226 siswa (5% dari 4490 jumlah keseluruhan siswa). Di samping itu 6 (enam)

respoden dari stakeholder PMK ditetapkan sebagai key informan yaitu masing-masing 1 orang dari

Direktorat PMK, Pusbang PLH, PPPG Teknologi Malang, Balai Penataran Guru, Dinas Pendidikan Propinsi

DKI Jakarta, dan Dinas Pendidikan Kotamadya Jakarta.

 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah observasi, kuesioner, diskusi dan wawancara.

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan stakeholder PMK maupun SMK sebagai pelaksana PLH

belum optimal. Hal ini dibuktikan :

1. Kurangnya komitmen, koordinasi, dan evaluasi stakeholder PMK terhadap pelaksanaan program PLH

secara terus-menerus (kontinyu), belum adanya tim dan program PLH pada Dinas Pendidikan Propinsi DKI

Jakarta, Balai Penataran Guru, dan Dinas Pendidikan Kotamadya DKI Jakarta.

2. Pada SMK bahwa : (a) dari 6 (enam) kepala sekolah yang telah menyusun program kerja PLH, belum satu

pun yang membuat kerangka kerja dan peniaian keberhasilan pelaksanaan PLH di sekolah; (b) dari 33

responden guru baru 7 orang (21,21%) yang pernah mengikuti pelatihan PLH. Dengan kondisi seperti itu,

kemampuan mengajar guru dalam tranformasi materi L-I menjadi faktor penghambat dan sekaligus

mempengaruhi kemampuan mengajar dan pengusaan materi LH yang diajarkan. Selain itu panduan/ Cara

pengintegrasian materi lingkungan hidup ke dalam materi bidang keahiian menjadi kendala akibat

keterbatasan SDM tenaga pengajar.

3. Pengetahuan, sikap dan keterampilan siswa SMK Negeri kelompok teknologi dan industri di DKI Jakarta

setelah memperoleh PLH belum optimal. 54,16% responden menyatakan bahwa pengetahuan lingkungan

hidup lebih banyak diperoleh dari luar sekolah, 35,84% diperoleh di sekolah. Sedangkan bentuk dan sifat

pengetahuan lingkungan mencakup pola bersih (34,51%), pengetahuan umum (29, 65%), dan perilaku

peduli terhadap lingkungan (17,70). Sikap dan keterampilan siswa terhadap pengelolaan limbah hasil

praktikum menunjukkan rata-rata sedang (53,54%) artinya bahwa hasil praktikum dibuang langsung pada



saluran pembuangan, kategori tinggi ( 38,94 %) memiliki arti bahwa limbah hasil praktikum dibuang pada

wadah yang sudah disediakan, kategori rendah (7,97%) memiliki arti bahwa limbah tidak di kelola. 79,65%

siswa juga menyatakan bahwa pelaksanaan PLH di sekolah belum memadai dan tidak efektif, sedangkan

20,35% menyatakan efektif.

4. Dalam mencapai optimalisasi pengelolaan PLH di SMK Negeri kelompok teknotogi dan industri Jakarta .

dapat dilakukan melalui pelibatan stakeholder PMK dan melaksanakan peranannya masing-masing.

sedangkan SMK dapat meningkatkan pelaksanaan PLH melalui: (a) penerapan manajemen lingkungan

(Plan, do, check, dan action); (b) pencapaian kinerja PLH yang meliputi integrasi materi lingkungan pada

kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler, penampilan sekolah, sikap dan perilaku yang baik seluruh warga

sekolah terhadap lingkungan hidup.
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Optimizing of Environmental Education Management in Vocational Secondary Education (Case Study :

Technology and Industrial Programms at The Public Vocational High Schools in Jakarta)The purpose of

secondary education is to continue and expand the basic education of primary school and junior secondary

school, to develop the students ability as members of the society to interact with social, men-made, and

natural environment, to develop the students knowledge to continue their studies to higher levels of

education. The secondary education managed by the Ministry of National Education consisting the general

secondary education namely the general high school (SMU) and the vocational secondary education or the

vocational high school (SMK).

 

Vocational high school provides priority to expanding specific occupational skills and emphasizes on the

preparation of students to enter the workforce and expanding their professional attitude. As explained in the

education system, vocational program is devided into six groups, i.e Technology and Industry, Agriculture

and Forestry, Tourism, Community Welfare, Business and Management, and Art and Handicraft. Based on

the six groups there are 21 streams consisting of 89 study programs. During the activities in the classroom

and in the workplaces, the schools have included in natural resources utilization also its potential in

contaminating or polluting to environment. To employ with the global needs of workers with a competence

including their environment outlook, the Directorat of Technology Vocational Education in collaboration

with the Swisscontact have prepared the Concept of Environmental Education for The Vocational High

School.

 

Based on The Concept of Environmental Education (EE Concept) at The Vocational High School (1996),

the stakeholders are The Directorat of Technology Vocational Education (DTVE), Vocational Education

Development Center (VEDC) Malang as The Development Center of EE, 6 Vocational Teacher Upgrading

Centers, Ministry of National Education of DKI Jakarta, and The Vocational High School (SMK). The

Concept of EE was made in order to enable the stakeholders to support the implementation of EE at The

Vocational High School. The school is expected to arrange and to carry out the EE programs integrated in

the activities of curriculum and extracurriculum, to conduct and develop an environmental-cultured school,

and also to arrange and submit the report of EE implementation. The Monitoring and Evaluation by DIVE in

1997 - 2001 proves that the implementation of EE at SMK was not optimal so that to purposes are not



reached, such as : (a) the students lack of awareness, EE outlook, and skills as reflections of their rational

and responsible behavior towards environment, (b) the graduates from SMK don't have profesional attitude

yet, demande by environmental development. Therefor, the writer took the title : Optimizing of

Environmental Education Management in Vocational Secondary Education (Case Study : Technology and

Industrial Programs at The Public Vocational High Schools in Jakarta).

 

Because the purposes are not reached, the writer make some limits of the problems and assumptions : (a) the

role of SMK stakeholders in the effort of EE implementation at SMK (technology and industrial program) is

not optimal yet; (b) the role of managers and the methods of EE implementation at SMK (technology and

industrial program) in DKI Jakarta is not optimal yet; (c) Knowledge, attitude and skills of the students after

learning about EE is not optimal yet; (d) the optimal reaching of EE implementation at SMK (technology

and industrial program) in DKI Jakarta could be attained by participation of all stakeholders of Vocational

Secondary Education, application of environmental management, and EE performance achievement.

 

The method used in this research is survey method, due to limited data from relatively large amount of

cases. The Population of Public Vocational High School (technology and industrial program) in DKI Jakarta

are 12 school. The method of determining the sample is purpose sampling, that is six SMK (50%). The

members of school sampling done by stratified random sampling. The respondents are 5 principals, 33

teachers, and 226 students (5% out of 4490 (total number of students)). Besides, there are 6 key informants

from the SMK stakeholders : 1 person from DIVE, Development Cenyer of EE, VEDC Malang, Regional

Teacher Training Center (BPG) Jakarta, Dinas Pendidikan Propinsi DKI Jakarta, and Dinas Pendidikan

Kotamadya Jakarta. The research instruments are observation, questionairs, discussions, and interview.

 

The result of study proves that the implementation of EE at SMK done by stakeholder of Vocational

Secondary Education and the schools are not optimal. The proofs are :

1.  The stakeholders show a lack of commitment, coordination and evaluation in conducting EE program

continuosly. Besides, Dinas Pendidikan Propinsi DIU Jakarta, Regional Teacher Training Center (BPG)

Jakarta, and Dinas Pendidikan Kotamadya Jakarta have no EE team and no EE program.

2. SMK shows that : (a) among 6 principals which have made the EE operational program, no one makes

work framework and assesment of EE achievment; (b) only 7 teachers (21,21%) out of 33 teachers who

teach EE had been through EE training. in this condition, the ability of teachers in transforming the

knowledge of environment becomes an obstacle and also influences their teching-learning and mastering the

subject materials. Besides, the guidelines of integrating environment knowledge materials to the special skill

materils are costraint by the lack of human resources.

3. The knowledge, attitude, and skills of SMK (technology and industrial students.program) , after having

EE, are not optimal. 64,16% respondents said that they knew more about environment from society

activities, 35,84% at school activity. However the knowledge consist of sanitation (34,51%), general idea

about environment (29,65%) and attitude towards environment (17,70%). The attitude and skills of the

students about waste management of laboratory work is fare (53,54%), that means that the waste of

laboratory work damp to the sewage, the high category (38,94%) that means that the waste of laboratory

work throw on garbage cane, the lower category (7,97%) that means that the waste doesn't managed.

79,65% the Students explained that the implementation of EE isn't optimal and ineffective, but 20,35% state



effective.

4. In reaching of the optimizing of managing EE at the Public Vocational High Schools (technology and

industrial program) can be done by participation of all stakeholders of Vocational Secondary Education. The

schools can improve the. conduct of EE through : (a) application of Environment Management (plan, do,

check, action); (b) EE performance achievement including integration of the environment material to intra

curriculum and extracurriculum activities, school appearance, and good behavior and attitude of all members

of the school toward their environment.
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